DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : J|. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021) 3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 113/DSN-MUVIX/2017

Tentang
AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH
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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUTI) setelah,

Menimbang : a. Bahwa masyarakat memerlukan panduan dan pedoman transaksi
dengan menggunakan akad wakalah bi al-ujrah;

b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait wakalah bi
al-ujrah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa
keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum
menetapkan fatwa tentang akad wakalah bi al-ujrah untuk lingkup
yang lebih luas sebagai fatwa induk;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI

memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Wakalah bi al-
Ujrah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. Yusuf (12): 55:
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“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

b. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”
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c. QS al-Ma’idah (5): 2:
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”

d. Q.S. al-Maidah (5): 1:
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“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu....”

2. Hadis Nabi SAW:
a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari “Urwah:
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“Ali  bin  Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan
kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita
tentang ‘Urwah, bahwa Nabis.a.w. memberikan uang satu dinar
kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu
dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia
Jjual satu ekor dengan harga satu dinar. la pulang membawa satu
dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan
keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu
tanah pun, ia pasti beruntung.”

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa’idi ra:
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“Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata:
Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd
bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik

/
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zakat dari Bani Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut),
Rasulullah memeriksanya.”

c. Hadis Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn al-Sa’di al-Maliki:
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“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki
berkata: Umar mempekerjakan sayva untuk mengambil sedekah
(zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat
kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee).
Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar
menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja
(seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan;
saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian
Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa
kamu minta, wmakanlah (terimalah) dan bersedekahlah.”
(Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-
Hadits, 20001, j. 4, h. 527).

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah
bin ‘Amr bin ‘Aufr.a.:
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“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
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syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Kaidah fikih:
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“Pada dasarnya, semua bentuk mu 'amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:
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“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi
wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing,
dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan gabul nikah, (semuanya)
tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para
pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau
memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-
Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin
Sa’id:

Sy

s
o
o
g\\
1
o\

B mE, ../eé° 0% 31 2035 238 S g B 7 L8t W
J,:J) :)4.3 ey V\J\ REA A )ﬁ C}_MM S O VCLC :“/ 4.3

BTV fue 68t [Von s ccandt s aalall] (plSial) byl

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang
yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata
mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima
imbalan. ”(Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits,
20001, j. 4, h. 527).

c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:
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“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena
diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun
tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu amalat al-Maliyyah
al-Mu ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)
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“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa
imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi  waalihi
wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut
sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada
mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan
imbalan maka hukumnya sama dengan hokum ijarah.” (Fath al-
Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa
Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

d. Pendapat Ibn Qudamah:
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“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada
orang lain), maka hal itu boleh, karena hal tersebut merupakan
akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh
melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah,
al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1
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“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas wakiu
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berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan
saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya
apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan
berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

2. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/
VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan
Standar Akuntansi Syariah [IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung
(MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
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4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /
19 September 2017,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH
Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (JS s<lt)
kepada wakil (35S 5) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai
dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang

|98}

(Syakhshiyah  thabi’iyah/natuurlijke  persoon) maupun yang
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/
rechisperson,).

4. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang
(Syakhshiyah  thabi’iyah/natuurlijke  persoon) maupun yang
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshivah hukmiyah/
rechtsperson).

5. Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan
oleh wakil.

6. Al-ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya
tidak dilakukan.

7. Al-tagshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang
seharusnya dilakukan.

8. Mukhalafat al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau
syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum

Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh
pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga :  Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah

1. Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas
serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.

2. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis,
isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara
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elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keempat :  Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshivah
thabi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan dengan
orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
(Syakhshiyah i 'tibariah/syakhshiyah — hukmiyah/rechtsperson),
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o

Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L2

Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa
kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah
maupun niyabiyyah.

4. Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar wjrah.

5. Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan
hukum yang dikuasakan kepadanya.
Kelima :  Ketentuan terkait Obyek Wakalah

1. Wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau
perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

2. Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan
tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh waki/ dan muwakkil.

Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
Akad wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.

wn B W

Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang
diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi
kuasa).

6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul
karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ia ‘addi,
al-tagshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Keenam : Ketentuan terkait Ujrah

1. Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan
menurut syariah (mutagawwam) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka
nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan
diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh
sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-

2

undangan yang berlaku.
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4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang
belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

Ketujuh : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan
usaha perasuransian syariah, berlaku dhawabith dan hudud yang
terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUVII/2006
tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan
Reasuransi Syariah.

1o

Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada transaksi
anjak piutang, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada
fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak
Piutang Syariah.

Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan

(8]

penyelenggaraan program pensiun, berlaku dhawabith dan hudud
yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/X1/2013
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun
Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan
keperantaraan (wasathah), berlaku dhawabith dan hudud yang
terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014

tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti.

5. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan
SBSN Wakalah, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada
fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

6. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan
sindikasi, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa
DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan
Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma’).

7. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan
program anuitas, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada
fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas
Syariah untuk Program Pensiun.

Kedelapan :  Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

(98]

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
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DEWAN SYARIAH NASI@'NAh\

MAJELIS ULAMA INDO}NESI
|

Sekretaris,

|
f
|
|
|
\
\

- \

PROF. DR. K.H. MA’RUF AMIN DR.H. A

o

BBAS, MM, MLAG

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



